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Masa 
GDRBN 2025 -2045

Visi Indonesia Emas 2045
 Indonesia sebagai salah satu 

negara maju dengan ekonomi yang 
berorientasi pada inovasi dan daya 

saing global 

Diperlukan transformasi tata kelola 
pemerintahan melalui reformasi 
birokrasi untuk mewujudkan Visi 

Indonesia Emas 2045.

Sebelum 
GDRBN  2010 – 2025

Masa  
GDRBN  2010 – 2025

Sumber: Kementerian PANRB (2024), Sekilas Perjalanan Reformasi Birokrasi 

•Grand Design Reformasi 
Administrasi 2010-2025 
diatur dalam Peraturan 
Presiden

•Peta  Ja lan Reformasi 
Administrasi 2010-2014

•O r g a n i s a s i  R e f o m a s i 
Sektor Publik

Pembangunan komitmen 
reformasi birokrasi nasional

•Peta Jalan Reformasi 
Administrasi 2015-2019

•Bidang Reformasi 
Sektor Publik (8 Area 
Reformasi)

Pelembagaan Reformasi 
Birokrasi di seluruh 

K/L/D

Fase 3
(2015-2019)

•Persiapan Peta 
Jalan 2020-2025

•Persiapan Grand 
Design 2025-2045

Percepatan dampak 
reformasi birokrasi

Fase 4
(2020-2024)

•Reformasi sektor publik telah 
dilaksanakan (pilot project) di 
Badan Pemeriksa Keuangan, 
dan Mahkamah Agung

•Tujuan Khusus Reformasi 
Publik

Munculnya inisiasi 
reform instansional

Fase 1
(2004-2009

Fase 2
(2010-2014)

PERJALANAN REFORMASI 
BIROKRASI HINGGA TAHUN 2024



REFORMASI BIROKRASI:
APA YANG SUDAH DIHASILKAN?

Catatan:
1. Pada evaluasi RB tahun 2014, hanya Kementerian/Lembaga yang dievaluasi
2. Pada evaluasi RB tahun 2015 ,dilakukan pilot project evaluasi RB pada Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

BIROKRASI YANG SEDERHANA, LINCAH DAN CEPAT

55.649 struktur organisasi pada 104 K/L telah 
disederhanakan dan sebanyak 44.870 Jabatan 
administrasi telah  dialihkan ke Jabatan Fungsional*

41 LNS telah dibubarkan dan diintegrasikan pada K/L 
yang sesuai 

45 Jabatan Fungsional baru (berdasarkan keahlian), 124 
usulan JF baru, sebagai tindak lanjut penyederhanaan 
birokrasi

BIROKRASI YANG BERORIENTASI HASIL
Sampai dengan tahun 2022, implementasi SAKIP berhasil 
mencegah potensi pemborosan APBN/APBD sebesar 
±121,9 Triliun

BIROKRASI DENGAN PELAYANAN PRIMA & BEBAS KKN

Terbentuk 2.624 unit percontohan pelayanan prima & 
anti korupsi, termasuk pada sektor penegak hukum

Program RB telah terkonsolidasi dalam kegiatan STRANAS 
PK

Integrasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui 
pembentukan 272 Mall Pelayanan Publik (MPP) & 91 MPP 
Digital di daerah

91% Kementerian telah memiliki tata kelola SPBE yang baik

Ket: *sebelum Kabinet Merah Putih

TARGET RPJMN  2024: K/L:  100%   |    Prov: 74,63%    |    Kab/Kota: 69,46%

Realisasi  2024: K/L: 8598%    |    Prov: 74,63%    |    Kab/Kota: 69,46%







Terwujudnya birokrasi kompetitif berkelas dunia untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 

1. Meningkatkan Kolaborasi Birokrasi 
untuk Mewujudkan Pembangunan 

Nasional

2. Meningkatkan Kapabilitas Birokrasi 
untuk mengatasi dan mengantisipasi 
Tantangan Global (Global Megatrend) 

3. Mewujudkan Budaya Birokrasi yang 
Berintegritas dan Melayani untuk 

Membangun Kepercayaan Masyarakat

1. Terwujudnya Transformasi Digital
Indikator: 

Persentase (%) Instansi Pemerintah dalam Kategori “Leading” dalam Indeks Pemerintahan Digital Target 2045: 100%

VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN

Terwujudnya pemerintah yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan (human-based) dalam 
rangka mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan & berkelanjutan

Indikator:
1. Indeks Reformasi Birokrasi; 2. Government Effectiveness Index; 3. Regulatory Quality; 4. Control of Corruption; 5. E-Government Development Index; 6. GovTech Maturity Index; 7. Corruption Perception Index;  8. Public Integrity Indicators; 9. Global Innovation Index; 10. Human-centered Public Services Index; 

Visi

Misi

Tujuan

Sasaran

2. Terciptanya Aparatur Negara yang 
Kompeten dan Berkinerja Tinggi 

berdasarkan Sistem Merit 

Indikator: 
Persentase (%) Instansi Pemerintah 
dalam Kategori “Leading” dalam 

Indeks Sistem Merit 
Target 2045: 100%6662

3. Terbangunnya Perilaku Birokrasi yang 
Beretika dan Inovatif 

Indikator: 
1).  Persentase (%) Instansi Pemerintah 

dalam Kategori “Leading” dalam 
Indeks Integritas Nasional (Survei 

Penilaian Integritas)
Target 2045: 100%

2). Persentase Instansi Pemerintah dalam 
Kategori “Leading” dalam Indeks 

Inovasi
Target 2045: 100%

4. Terbangunnya Kapabilitas 
Kelembagaan Berkinerja Tinggi yang 

Berbasis Jejaring dan Lincah 

Indikator: 
Persentase % Instansi Pemerintah dalam 

Kategori “Leading” dalam Capaian 
Akuntabilitas Kinerja, Keuangan, dan 

Pengelolaan Risiko (Tingkat Pemerintah 
dan Instansi Pemerintah)

Target 2045: 100%

5. Terwujudnya Kebijakan dan Pelayanan 
Publik yang Berkualitas dan Inklusif 

Indikator:
1). Persentase (%) Instansi Pemerintah 

dalam Kategori “Leading” dalam 
Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Target 2045: 100%

Kerangka Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045

World Class bureaucracy 2045 





•Perencanaan, pengadaan, dan pengembangan kompetensi ASN 
untuk critical jobs dan prioritas pembangunan

•Akselerasi penerapan manajemen talenta
•Pengembangan pola karir Jabatan Fungsional
•Pengembangan Job Attractiveness, Total Reward dan Employer 
Branding

•Pengembangan platform digital yang mendukung manajemen 
ASN sesuai prinsip merit

•Penyempurnaan talent pool
•Pemanfaatan aplikasi human resources integrated 
system untuk pengembangan dan mobilitas ASN

•Penerapan blended learning approach
•Reviu sistem penggajian dan pensiun

•Pengembangan AI-driven career pathing
•Penerapan personalized learning path and 
gamification

•Reviu sistem pengisian jabatan pimpinan tinggi
•Reviu performance-based reward

•Pengembangan framework meritokrasi dan diversity 
(keberagaman)

•Pengembangan employee resource group (ERG)
•Reviu gap kompetensi dan kebutuhan di masa 
mendatang

Terciptanya Aparatur 
Negara yang Berkinerja 

Tinggi Berdasarkan 
Sistem Merit

Sasaran GDRBN
•Terbentuknya kebijakan nasional Pemerintah Digital dan 

Transformasi Digital Nasional, diselaraskan dengan 
perkembangan terkini di dunia dan kemajuan teknologi.

•Peningkatan kapabilitas dan budaya ASN Digital.
•Penguatan kelembagaan dan tata laksana lintas instansi 

pemerintah pada K/L/D dalam pelaksanaan transformasi 
digital.

•Transformasi layanan pemerintah pada K/L melalui 
pemanfaatan fondasi Digital Public Infrastructure (DPI) 
yang berorientasi kemudahan pengguna (user centric).

•Pemanfaatan Big Data dan Kecerdasan Artifisial padal 
layanan strategis pemerintah.

•Terbentuknya Lembaga publik pelaksana percepatan 
transformasi digital pemerintah

•Pencapaian peringkat 50 EGDI

•Terbentuknya kebijakan nasional turunan 
Pemerintah Digital dan Transformasi Digital Nasional.

•Peningkatan literasi Digital masyarakat.
•Penguatan kelembagaan dan tata laksana lintas 
instansi pemerintah pada K/L/D dalam pelaksanaan 
transformasi digital.

•Transformasi layanan pemerintah pada K/L/D 
melalui pemanfaatan fondasi Digital Public 
Infrastructure (DPI) yang berorientasi kemudahan 
pengguna (user centric).

•Pemanfaatan Big Data dan Kecerdasan Artifisial 
padal layanan pemerintah.

•Operasional Layanan Digital Nasional pada 
Lembaga publik pelaksana transformasi digital 
pemerintah

•Pencapaian peringkat 40 EGDI

•Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Digital, 
dengan interoperabilitas layanan digital 
Pemerintah Indonesia dengan negara di kawasan 
ASEAN, melalui pemanfaatan inetroperabilitas 
antar DPI 

•Penerapan kebijakan Transformasi Digital 
Nasional, dengan berdampak pada peningkatan 
ekonomi digital dan partisipasi masyarakat 
(masyarakat digital)

•Perluasan peningkatan literasi digital masyarakat
•Pemanfaatan Big Data, Kecerdasan Artifisial, dan 
teknologi maju lainnya pada Layanan pemerintah 

•Pencapaian peringkat 30 EGDI

•Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Digital, dengan 
interoperabilitas layanan digital Pemerintah Indonesia 
dengan negara di kawasan Asia Pasifik, melalui 
pemanfaatan inetroperabilitas antar DPI 

•Penerapan lanjutan kebijakan Transformasi Digital 
Nasional, dengan berdampak pada peningkatan ekonomi 
digital dan partisipasi masyarakat (masyarakat digital)

•Pengembangan pemanfaatan Big Data, Kecerdasan 
Artifisial, dan teknologi maju lainnya pada Layanan 
pemerintah 

•Pencapaian peringkat 20 EGDI
Terwujudnya 

Transformasi Digital

•Pengembangan sistem integritas dan pengawasan
•Pembangunan sistem pengelolaan konflik kepentingan
•Perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa
•Penanaman core values ASN
•Komitmen implementasi kebijakan dan/atau putusan 
peradilan

•Penguatan whistle-blower protection
•Pengembangan kerangka integritas untuk proyek 
infrastruktur publik

•Asesmen terhadap penerapan core values ASN
•Pengembangan feedback-loop dari masyarakat

•Pembangunan platform culture
•Pengembangan budaya dan perilaku ESG
•Pengembangan digital etchics
•Penguatan mekanisme sanksi untuk 
pembentukan perilaku

•Penguatan kelembagaan pengawasan
•Reviu strategi anti-bribery and public integrity
•Pengembangan automated and preventive 
compliance

Terbangunnya perilaku 
Birokrasi yang Beretika 

dan Inovatif

•Mengintegrasikan perencanaan pembangunan, manajamen 
kinerja dan manajemen risiko

•Membangun struktur dan mekanisme kerja shared-outcome 
berbasis kolaborasi dan jejaring

•Melakukan capability review untuk pencapaian kinerja organisasi
•Optimalisasi pengelolaan dan penggunaan aset

•Penerapan Risk-Based Planning
•Pengembangan desain kelembagaan berbasis 
kinerja

•Pengembangan cross-functional matrix team

•Penerapan mekanisme flexible resources antar 
instansi pemerintah

•Pengembangan desain kelembagaan berbasiskan 
holacracy (wirearchy) 

•Reviu pelaksanaan sistem manajemen kinerja 
organisasi

•Penyempurnaan desain kelembagaan berbasis jejaring
•Penyempurnaan sistem manajemen kinerja berbasis 
shared-outcome

Terbangunnya 
Kapabilitas Kelembagaan 

Berkinerja Tinggi yang 
Berbasis Jejaring dan 

Lincah
•Perbaikan ekosistem evidence-based policy
•Pengembangan layanan berbasiskan life-event dan 
omnichannel

•Pengembangan co-design public services
•Perluasan inklusivitas layanan publik
•Peningkatan kualitas pelayanan publik
•Peningkatan kepatuhan terhadap standar layanan 
publik

•Penerapan digital ready policy
•Pengembangan seamless user experience untuk 
pelayanan publik

•Refocusing reformasi layanan sesuai dengan 
prioritas pembangunan

•Pengembangan AI-Based Policy dengan 
crowdsourcing ideas

•Pengembangan tailor-made services
•Penerapan public value co-creation
•Refocusing reformasi layanan publik terdampak 
perubahan iklim dan kejahatan siber

•Penyempurnaan personalized and inclusive services
•Reviu equity dalam penerapan pelayanan dan 
kebijakan publik

Terwujudnya Kebijakan 
dan Pelayanan Publik 
yang Berkualitas dan 

Inklusif

Smart Government Smart Nation

Human-based
Governance Menuju Human-Based Governance

Digital Governance        |         Whole of Governance           |        Platform Governance Tujuan GDRBN

Trajectory  ( 5 Tahunan ) Reformasi Birokrasi 2025-2045 





MEKANISME EVALUASI 
RB TAHUN 2025



Acuan Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi

Perpres No 
12/2025

KepmenpanRB No 
182/2024

SE Menpan No 
6/2025

tentang RPJMN 2025-2029 tentang petunjuk teknis 
pelaksanaan Evaluasi 

Reformasi Birokrasi pada 
tahun 2024

tentang Penerapan RB pada 
periode transisi tahun 2025











1

K/L baru yang dibentuk dari 
pemisahan fungsi yang berasal 
dari 1 K/L, dapat menggunakan 
nilai indeks RB dari K/L sebelum 
dipisah.

2

K/L baru yang dibentuk dari 
penggabungan fungsi lebih 
d a r i  1  K / L ,  d a p a t 
menggunakan nilai indeks RB 
d a r i  K / L  y a n g  p r o p o r s i 
pengabungannya  pa l ing 
dominan.

3

K/L baru yang menjalankan 
tugas dan fungsi baru yang 
sebelumnya sudah ada, dapat 
menggunakan nilai indeks RB 
dari K/L lama yang mengalami 
perubahan tugas dan fungsi ke 
K/L yang baru tersebut

BASELINE INDEKS RB BAGI K/L DI 
KABINET MERAH PUTIH




